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KATAPENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu adalah perwujudan tanggung jawab Instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas selama
satu tahun anggaran, dan menjadi acuan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di
daerah, sejak pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
Terkait dengan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini yang diharapkan penyusunannya efektif,
sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
dituntut mampu untuk mengimplementasikan Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, untuk itu sesuai tahapan yang telah ditetapkan,
pengukuran kinerja dan mengevaluasi capaian kinerja selama tahun 2021, maka hasilnya
dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Akhir kata Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung
tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu, lebih khusus kepada Tim Penyusun. Semoga LKj. ini dapat menjadi
dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Batulicin, Februari 2022

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tanah Bumbu

k,__— —2

Eryanto Rais, SH, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19671209 199003 1 012
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis
terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, dll. Begitu pula
pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup
sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana
yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga
menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat
koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
Maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
pada pasal 25 Dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu. Peraturan Bupati Nomor : 29 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas
dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu.

B. Isu — Isu Strategis
Isu Strategis yang mempunyai korelasi dengan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu antara lain :

1. Penyusunan kajian — kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan
penanggulangan bencana

2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Tanah Bumbu untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas sektor
dalam tahap prabencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekonstruksi
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pasca bencana

Peningkatan kapasitas dan civil society awareness dalam kesiapsiagaan untuk mengurangi
risiko bencana di lingkungannya

Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana agar dapat bertindak secara
cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam penanggulangan bencana

Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana

Internalisasi dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan dan produk —
produk hukum perencanaan pembangunan

Pembentukan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sesuai peraturan perundang —

undangan yang berlaku

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum vyang digunakan dalam Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 dengan berpedoman

kepada :

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501) ;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu ;

Peraturan Bupati Nomor : 29 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan
Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu .

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun
kesatu dari Rencana Stategis (RENSTRA) periode Tahun 2021-2026. Maksud Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan
pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai
wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam
kurun waktu Tahun anggaran 2021 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang
dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 adalah sebaga
berikut :

Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi
kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selama Tahun
Anggaran 2021;

Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2021;

Hasil evaluasi yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan
peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di
masa yang akan datang;

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan

akuntabel.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1.
2.
3.

Peningkatan Akuntabilitas Organisasi;

Umpan balik bagi peningkatan kinerja Organisasi;

Peningkatan perencanaan disegala bidang, baik perencanaan program/kegiatan
maupun perencanaan penggunaan sumberdaya organisasi ;

Meningkatkan kredibilitas Badan dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan;

Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab Badan;

Menjadikan Badan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif

dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.



E. Gambaran Umum Organisasi
1. Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja unsur-unsur organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang
otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan
unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex officio dijabat oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan
bencana.
Kepala Pelaksana
1.  Pelaksana  Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan
penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana,saat tanggap
darurat dan pascabencana.
2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:
a) melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan

penanganan dan penanggulangan bencana;

b) mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan
bencana;
c) mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan



d)

f)

g)

h)

j)

k)

Sekretariat

pengkajian potensi ancaman bencana;

mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan
pengurangan resiko bencana;

mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan
penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan
penanggulangan bencana;

mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan
peringatan dini dalam penanggulangan bencana;

mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan
mitigasi dalam penanggulangan bencana;

mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan
tanggap darurat;

mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak
kerusakan bencana;

mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi
dampak kerusakan bencana;

mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi
dampak kerusakan bencana;

mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

1. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan

keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan,hubungan masyarakat

dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian.

2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

a)

Menyiapkan bahan, menyusun program,membina, mengatur dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan,analisa



b)

d)

e)

f)

g)

h)

dan penyajian data bencana;

Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana
kegiatan serta pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

Menyiapkan bahan, menyusun program,membina,mengatur,memantau
dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan
mengevaluasi penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan
pertanggung jawaban keuangan;

Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan
mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;

Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan
mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan
Mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur
mengendalikan dan mengevaluasi efektifitas organisasi dan
ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana

sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan surat

menyurat,penggandaan, rumah tangga dan perlengkapan, keprotokolan dan

kehumasan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian.

2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

Menyusun rencana kerja dan melakukan kegiatan

pengumpulan,pengelolaan, analisa dan penyajian data;



b) Melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan
penggandaan;

c) Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang
Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU);

d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
penggandaan,pemeliharaan, distribusi dan penghapusan barang unit;

e) Menyiapkan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan
akomodasi tamu, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dan
keprotokolan;

f) Melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan
lingkungan kantor;

g) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai
(bazetting formasi);

h) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan
pelatihan pegawai.

i) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi kepegawaian
meliputi pengusulan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan
pangkat,kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan
pensiun;

i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi
pembinaan disiplin ,pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian
tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawaian;

k) Menyiapkan bahan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian meliputi
DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;

) Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

m)  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.



Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

1. Melaksanakan pengumpulan dan mengelola data, penyusunan program dan

rencana kerja dinas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan.

2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

a)

b)

f)

g)

h)

j)

k)

Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan kegiatan

pengumpulan, pengolahan dan analisa data;

Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis
perencanaan dan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan dalam

rangka pelaksanaan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Menyiapkan bahan dan membuat laporan penerimaan dan

pengeluaran anggaran pembangunan dan anggaran rutin Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis

serta laporan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kegiatan

dan Anggaran (RKA) sebagai bahan Rapat Koordinasi Pembangunan
(RAKORBANG) dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD/APBN);

Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran

langsung dan tidak langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi keuangan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Menyiapkan bahan dan membuat laporan pertanggung jawaban
pelaksanaan anggaran;

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data keuangan sebagai



bahan perhitungan anggaran;
) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan SKPD;
m)  Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugas.

Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan

1. Melakukan pengumpulan dan mengelola data dalam rangka pelaksanaan evaluasi,

dokumentasi dan pelaporan kegiatan badan.

2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

a)

b)

f)

g)

Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan evaluasi,dokumentasi dan
pelaporan semua unsur organisasi badan;

Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi kegiatan
badan;

Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dokumentasi dan
kearsipan kegiatan badan;

Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan kegiatan
badan;

Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka
pelaksanaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan badan;

Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada

situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.

2. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a)

Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,
membina,mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan

bencana;
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b) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,
membina,mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana;

c)  Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,
membina,mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana;

d) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,
membina,mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis
penanggulangan bencana;

e) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,
membina,mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi
bencana;

f) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,
membina,mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya
bencana;

g) Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,
membina,mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana;

h)  Melaksanakan rekrutmen, evaluasi pengendalian dan pembinaan terhadap satgas
bencana (TRC-PB, SRC-PB, BPK, TAGANA) dan satgas lain yang mendukung; dan

i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang

tugas dan tanggung jawabnya

Sub Bidang Pencegahan

1.

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana,memfasilitasi upaya

pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana,penegakan tata ruang dan

penerapan persyaratan standar tekhnis penanggulangan bencana.

Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan bencana;

b) Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaaan dan pengendalian pencegahan
bencana;

c¢)  Menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan resiko bencana;
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d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

n)

p)

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana
penanggulangan bencana;

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan
resiko terjadinya bencana daerah;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya
pengurangan resiko bencana;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis resiko bencana;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan
rencana tata ruang;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan penegakkan
rencana tata ruang;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan
standar teknis penanggulangan bencana;

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana persyaratan standar teknis
penanggulangan bencana;

Menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis
penanggulangan bencana;

Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja
pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitasi upaya
pengurangan resiko bencana, analisis resiko bencana, penegakkan tata ruang dan
penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan

Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsungnya sesuai

bidang tugas.

Sub Bidang Kesiapsiagaan

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana,

pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi

bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana.
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Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesiapsiagaan terhadap
bencana;

Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas
bencana;

Menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman bencana;
Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana
penanggulangan kedaduratan bencana;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana
penanggulangan kedaduratan bencana;

Menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana penanggulangan
kedaduratan bencana;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian,pemasangan
dan pengujian sistem peringatan dini;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis resiko bencana;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan
rencana tata ruang;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan penegakkan
rencana tata ruang;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan
standar teknis penanggulangan bencana;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan,
barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
Menyiapkan bahan dan melaksnakan kerjasama pemantauan dan pelaksanaan
penataan ruang;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan pembangunan,
pembangunan infrastruktur dan tata bangunan;

Menyiapkan bahan, melaksnakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan,
pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana;
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p)

q)

r)

s)

Menyiapkan bahan, melaksnakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja
kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana,pengembangan dan penerapan
peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana;

Melaksanakan rekrutmen, evaluasi pengendalian dan pembinaan terhadap satgas
bencana (TRC-PB, SRC-PB, BPK, TAGANA) dan satgas lain yang mendukung;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Kedaruratan dan Logistik

1.

Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status

keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan,

bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat.

Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a)

b)

c)

d)

Menyiapkan bahan,menyusun program, mengoordinasikan,
membina,mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap
lokasi,kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;

Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,
membina,mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat
bencana;

Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,
membina,mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis
penanggulangan bencana;

Menyiapkan  bahan, menyusun program, mengoordinasikan, membina,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat
terkena bencana;

Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,
membina,mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat terkena bencana;
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f)

g)

h)

Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,
membina,mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan kelompok
rentan;

Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,
membina,mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan
kebutuhan dasar dan logistik; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bidang Kedaruratan

1.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat,memfasilitasi pengerahan

sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana.

Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan;
Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan;
Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap
lokasi bencana dan kerusakan;

Menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi
bencana;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi menyiapkan
bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan
umum dan pemerintahan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi sumber daya alam
maupun buatan;

Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status keadaan
darurat bencana;

Menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;

Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi
masyarakat korban bencana;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi
masyarakat korban bencana;
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k)

o)

Menyiapkan bahan dan melaksnakan fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam
penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;

Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan
cakupan lokasi bencana;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah korban;
Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja
pengkajian keadaan darurat, fasilitasi pengerahan sumber daya dalam
penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bidang Logistik

1.

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana,

perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik.

Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a)

b)

f)

g)

h)

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian tingkat kerusakan,
perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik;
Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan bencana,
kelompokn rentan dan kebutuhan dasar logistik;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan
akibat bencana;

Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian tinghkat
kerusakan akibat bencana;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisai dan identifikasi
kelompok rentan akibat bencana;

Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan
akibat bencana;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan
akibat bencana;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisai dan identifikasi
kebutuhan dasar dan logistik;
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p)

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemenuhan kebutuhan air bersih
dan sanitasi;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pangan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan sandang;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pelayanan kesehatan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pelayanan psikososial;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan penampungan dan
tempat hunian;

Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja
pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana,perlindungan kelompok rentan dan
pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1.

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi kerusakan akibat bencana.

Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a)

b)

f)

Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan;

Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum;
Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis;

Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial ekonomis;

Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial budaya;

Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,membina, mengatur,

mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan;
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g)

h)

j)

k)

n)

Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan;
Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik;
Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan
sarana sosial masyarakat dan keagamaan;

Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial
budaya masyarakat;

Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan
organisasi kemasyarakatan,dunia usaha dan masyarakat;

Menyiapkan bahan, menyusun program, mengoordinasikan,membina, mengatur,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan
kondisi sosial, ekonomi dan budaya; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang

tugas dan tanggung jawabnya.

Sub Bidang Rehabilitasi

1.

Menyiapkanbahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana,memfasilitasi dan

melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan,prasarana dan sarana umum dan

keagamaan, pemulihan sosial psikologis,sosial ekonomis dan sosial budaya, fungsi

pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a)

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi

rehabilitasi lingkungan, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana;
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b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat
bencana;

Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana;

Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan
lingkungan;

Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan
kerusakan lingkungan;

Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan
prasarana dan sarana umum keagamaan;

Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan
prasarana dan sarana umum dan keagamaan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif
sosial psikologis masyarakat akibat bencana;

Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan kondisi
sosial psikologis masyarakat;

Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pelayanan
kesehatan korban bencana;

Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama kegiatan
rekontruksi dan resolusi konflik;

Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan sosial,
ekonomi dan budaya;

Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan
keamanan dan ketertiban;

Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi
pemerintahan

Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan

pelayanan publik;
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1.

p)

q)

Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja
penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, fasilitasi dan
kerjasama rehabilitasi dampak bencana; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Sub Bidang Rekonstruksi

Menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, dan sarana prasarana,

memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial

budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan,

dunia usaha dan masyarakat,peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial,

ekonomi danbudaya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Menyiapakan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi
rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana danprasarana, serta kerjasama
pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana;

Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan, sarana dan
prasarana serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;

Menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya,sarana dan
prasarana;

Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama
pembangunan kembali prasarana dan sarana;

Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan
kembali prasarana dan sarana;

Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan
kembali sarana sosial masyarakat;

Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan
kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rancang

bangun yang tepat;
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i) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan
teknologi yang lebih baik dan tahan bencana;

i) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan
partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha
dan masyarakat;

k)  Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan kondisi
sosial, ekonomi dan budaya;

) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi
pelayanan publik;

m) Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja
penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, budaya, sarana dan prasarana,
fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana;
dan

n)  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Kepala pelaksana badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana vyang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan vyang ditugaskan kepada
Pemerintah Daerah. Kepala Pelaksana badan dalam menjalankan tugasnya
menyelenggarakan fungsi :

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Bupati dan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang
mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi
secara adil dan setara;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;

e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
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f. Melaporkan penyelengaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah sebulan
sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

g. Mengendalikan pengumpulan uang dan barang;

h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Struktur Organisasi BPBD

Susunan Organisasi Badan Penaggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas :
a. Kepala Pelaksana Badan sebagai pimpinan dan pengambil Keputusan
b.  Sekretariat:
- Sekretaris
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- Kasubbag Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan
c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Kasubid Pencegahan
- Kasubid Kesiapsiagaan
d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Kasubid Kedaruratan
- Kasubid Logistik
e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Kasubid Rehabilitasi

- Kasubid Rekonstruksi

Apabila kita melihat susunan struktur organisasi ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan
bahwa terdapat pembagian wewenang yang jelas dalam organisasi. Pembagian wewenang ini

dapat digambarkan dalam skema berikut ini :
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Ex-officio SEKRETARIS DAERAH

[ KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ]

I

PENGARAH

JABATANFUNGSIONAL

[ KEPALAPELAKSANA ]

I

[

SEKRETARIS

]

=00

DAN KEUANGAN

KASUBBAG PERENCANAAN ] [ KASUBBAG EVALUASI

DOKDANPELAPORAN

)

[ PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

KEPALA BIDANG

]

I

KEPALA BIDANG
KEDARURATANDAN LOGISTIK

I

KEPALABIDANG
REHABILITASIDAN REKONSTRUKSI

I

[

KEPALA SUB BIDANG
PENCEGAHAN

I

KESIAPSIAGAAN

KEPALA SUB BIDANG ] [

KEPALA SUB BIDANG
KEDARURATAN

Wl

KEPALA SUB BIDANG
REHABILITASI

KEPALA SUBBIDANG

—

]

G. Susunan Kepegawaian

1.

Data jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 ASN 19 ,Non ASN 27

+ TRC-PB 12, dengan rincian sebagai berikut :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
No Pegawai Eselonering Pendidikan Pangkat
ASN | Non Eselon Jumlah Tingkat Jumlah | Golonga Jumlah
ASN Pejabat Pendidkan ASN n/ Pegawai
Pangkat Keseluruhan

1. 1 - Il.b 1 S2 1 IV.c 1
2. 4 - ll.b 4 S2 1 l.d 1
S1 3 l.d 3
3. 9 - IV.a 9 S1 6 l.d 6
S1 2 Ill.c 2
S1 1 l.b 1
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4. 5 - - - S.1 1 I.b 1
SLTA 1 I.d 1

SLTA/Paket c 1 I.d 1

SMP 2 Il.b 2

5. - 5 - S.1 umum - PTT 2
S.1KH - PTT 1

SMA - PTT 2

14 19 24

Tenaga Administrasi, Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana, Cleaning Service, Jaga

malam, dan Driver BPBD

No Pegawai Satuan Eselonering Pendidikan Pangkat
PNS | Kontra Esel | Jumlah Tingkat Jumla Gol/ Jumlah
k on | Pejabat | Pendidka | h PNS | Pangka Pegawai
n t Keseluruha

n

1. - 14 Tenaga - - S.1 - - 8

Administr SLTA - - 5

asi SMP - - 1

Sederajat

12 TRC-PB - - SMK - - 1

- SMA - - 5

Paket C - - 1

SLTP - - 2

SD - - 3

1 Petugas - - SD - - 1
Keamanan

- 2 Petugas - - SMP - - 2
Keamanan
/Penjaga
Gudang

- 2 Pengemud - - S.1 - - 1

i SMA - - 1
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- 2 Pramu - - Paket C - - 1
Kebersiha SMP - - 1
n
1 Pramu - - SMP - - 1
Taman
34 34

H. Permasalahan Umum

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi,

permasalahan tersebut secara umum vyaitu :

1. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan
Penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sector;
2. Belum dipahaminya bahwa focus penanggulangan bencana adalah pencegahan atau

mitigasi berbasis pengurangan risiko bencana.

3. Belum ada unsur pengarah penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang

undangan
4. Aparatur yang ada belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai

5. Kurang optimalnya Pelaksanaan tugas dan fungsi

6. Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal

7. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Resiko Bencana

oo

a. Terdapat 8 (delapan) ancaman bencana dengan Risiko sedang dan tinggi.

b. Tingkat kerentanan Terhadap ancaman bencana masih tinggi.

c. Tingkat Kapasitas Dalam menghadapi Ancaman bencana masih rendah

d . Belum dipahaminya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya oleh semua
pihak yang berkepentingan.

9. Belum terbentuknya Kelurahan/Desa Tangguh Bencana dengan pendanaan APBD

10. Belum optimalnya satgas / tim reaksi cepat penanggulangan bencana
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11. Belum optimalnya ketersediaan anggaran,personil dan kerjasama dengan stakeholder

lain
I. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu
sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan
Personil , Permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta

Sistematika Penyusunan.

BAB Il. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kenerja
(Dokumen penetapan kinerja)

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran
kinerja tahun 2021. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang
meliputi : pembandingan antara target dan realisasi kinerja
tahun 2021; pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan tahun 2019;
pembandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan

target 2021. Berdasarkan dokumen RENSTRA tahun 2016 sampai
tahun 2020; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2021

dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/
LKj-1P BPBD 2021
kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi
serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian

realisasi anggaran.
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP
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Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2021 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam

rangka peningkatan kinerjanya.

Lampiran-lampiran
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja

berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.

Pada bab ini akan digambarkan secara singkat sasaran strategis dan sasaran
program/kegiatan yang ingin dicapai selama tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-

2026.
RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 memuat Tujuan, Sasaran

dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang ditentukan.
1. Visi

BPBD Kabupaten Tanah Bumbu mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang
sebagai visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026. Adapun Visi Kabupaten Tanah Bumbu
tahun 2021-2026 adalah :

“Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius, dan Demokratis”
2. Misi
Sejalan dengan visi, BPBD Kabupaten Tanah Bumbu mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih yang dijabarkan ke dalam 5 misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :
1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas ,produktif dan berakhlak mulia;

2) Mewujudkan infrastruktur wilayah yang mantap untuk menopang daya saing pelayanan publik

dan perekonomian ;

3) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang arif dengan memperhatikan daya dukung dan

daya tampung lingkungan ;
4) Mewujudkan perekonomian daerah berbasis pengembangan potensi maritim dan agroindustri ;
5) Membangun tata kelola pemerintahan yang melayani, sederhana dan akuntabel.

BPBD Tanah Bumbu sebagai salah satu perangkat daerah yang menjadi perpanjangan tangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan
Kabupaten Tanah Bumbu, mengacu pada misi ke 2 (dua) yaitu mewujudkan infrastruktur wilayah

yang mantap, untuk menopang daya saing pelayanan publik dan perekonomian;
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3. Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan strategis

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka

waktu satu sampai lima tahun.

Tujuan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Tanah Bumbu adalah Meningkatnya ketahanan Daerah

menghadapi bencana Tujuan ini selanjutnya diukur dengan indikator tujuan yang dijabarkan pada

tabel I1.1.
Tabel 1.1 Tujuan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026
No Tujuan Indikator | Satuan Target Tahunan
Kinerja 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | Meningkatnya | Indeks % 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
ketahanan Ketahanan
Daerah Daerah
menghadapi
bencana

4. Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana

kerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap tahun untuk

kurun waktu lima tahun. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel I.2 Sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026

No Sasaran Indikator | Satuan Target Tahunan
Strategis Kinerja 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | Meningkatnya | Angka % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Kapasitas kapasitas
Daerah daerah
Terhadap terhadap
Bencana bencana
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B.

PERJANJIAN KINERJA

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel
serta untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan , maka dibuatlah Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dengan
Bupati , Pimpinan SKPD dengan Eselon Il , Eselon lll dengan Eselon IV sampai kepada staf ,
sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen LKj ini.

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan
perencanaan jangka menengah dan bersifat umum sehingga perlu dijabarkan dalam
perencanaan yang lebih mikro dan disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)
masing-masing SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 2021-2026 yang tiap Tahunnya akan
dijabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penyusunan RKT berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RKT yang sudah tersusun
diterjemahkan oleh tiap bidang kedalam bentuk kegiatan-kegiatan dalam 1 Tahun. Oleh
bidang , kegiatan didelegasikan kepada sub-bidang untuk dilaksanakan secara optimal sesuai
dengan lokasi dan jadwal yang sudah ditetapkan.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu sesuai lampiran dalam dokumen ini.

Rencana Aksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan pada sasaran dan

indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 terdapat 1 program dan 3 kegiatan serta 6 sub
kegiatan dengan total pagu Rp. 2.335.637.650,- Rencana aksi seperti yang tercantum pada

lampiran dokumen LKj ini.
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021

BPBD Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan penilaian kinerja
dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun
2021 vyang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola
kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka
pengumpulan  data  kinerja yang hasilnya akan memberikan  gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi
kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja
yaitu:
Tabel 3.1: Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi

1 91 <100 Sangat Tinggi

2 76 < 90 Tinggi

3 66 <75 Sedang

4 51<65 Rendah

5 <50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPBD Kabupaten
Tanah Bumbu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPBD

Kabupaten Tanah Bumbu beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

NO | SASARAN INDIKATOR | o\ vAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN
STRATEGIS KINERJA
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Meningkatnya Angka % 0,5 0,33 134
Kapasitas Daerah | Kapasitas
Terhadap Daerah
Terhadap
Bencana
Bencana

Dari tabel di atas, terdapat satu sasaran yang terbagi dalam satu indikator. Pada tahun 2021,
indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 0,33 % dengan
capaian 134%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis BPBD Kabupaten
Tanah Bumbu yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan
analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai
berikut :

3.2.1 Sasaran Strategis Meninkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana

Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana merupakan parameter penting dalam
menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Kapasitas Daerah dalam
Penanggulangan Bencana mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang
termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
dan aturan turunannya. Tolak ukur capaian sasaran adalah meningkatnya kemampuan
daerah dan masyarakat dalam melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi
kerugian akibat bencana yang terstruktur, terencana dan terpadu yang diukur dengan satu
indikator. Indikator tersebut yaitu indeks kapasitas daerah terhadap bencana. Pengukuran
nilai indeks dipengaruhi oleh 3 (tiga) indikator program dari Program Kesiapsiagaan dan
Penanggulangan Bencana Alam yang mewakili kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca

bencana. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut

No Sasaran Indikator Formula Indikator
1 2 3 4
1 | Meningkatnya Kapasitas Daerah | Angka Kapasitas Daerah | 50% persentase
Terhadap Bencana Terhadap Bencana dokumen wajib
kebencanaan dan
persentase desa yang
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memperoleh
edukasi,informasi
kebencanaan + 30%
korban
20%
dan

evakuasi
bencana +
rehabilitasi

rekonstruksi

Ketiga indikator program tersebut diatas yang digunakan sebagai formula untuk mengukur

indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dijabarkan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Indikator program BPBD Kabupaten Tanah Bumbu

No Indikator Program Formula Indikator Program
Persentase  jumlah  dokumen  wajib  pemetaan
kebencanaan Jumlah dokumen wajib
kebencanaan yang dimiliki BPBD /
1 Jumlah dokumen wajib

kebencanaan

Persentase Desa Rawan Bencana yang memperoleh
edukasi/informasi kebencanaan

Jumlah desa yang memperoleh
edukasi,informasi kebencanaan /
Jumlah desa yang berada di
Kawasan rawan bencana

2 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan | (Jumlah Korban bencana alam yang
menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat | dievakuasi dengan menggunakan
lengkap sarana dan prasarana tanggap

darurat lengkap / Jumlah Korban
Bencana Alam) x 100%
3 | Persentase pengkajian kerusakan , kerugian dan | (Jumlah kajian kerusakan, kerugian

kebutuhan pasca bencana

dan kebutuhan pasca bencana /
Jumlah kejadian kerusakan akibat
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bencana ) x 100%

Kinerja sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana dengan indikator Angka

Kapasitas Daerah Terhadap Bencana pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

No Sasaran Strategis Realisasi 2021 Target Capaian  s/d
2020 Akhir 2026 terhadap
Target Realisasi % Realisasi | Renstra target 2026
(2026 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | Meningkatnya 26,98 0,5 0,33 134 3 3
Kapasitas Daerah
Terhadap Bencana

1.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2021

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2021 dijabarkan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis
BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Meningkatnya Kapasitas | Angka Kapasitas 0,5 0,33 134

Daerah Terhadap Bencana

Daerah Terhadap
Bencana

Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 134% diperoleh dari target 0,5% terealisasi sebesar

0,33% dengan predikat sangat baik.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan tahun

sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2020 dan 2021 dijabarkan pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis
BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 dan 2021
No Indikator Kinerja Tahun 2020 —— Tahun 2021 ——
Target Realisasi Target Realisasi
1 | Angka Kapasitas Daerah 45,78 26,98 0,5% 0,33%
Terhadap Bencana
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Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2020 dan 2021 dijabarkan pada tabel 3.8.

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis
BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 dan 2021

No Indikator Kinerja Tahun 2020 Tahun 2021
Realisasi Capaian Realisasi Capaian
1 Angka Kapasitas Daerah 26,98% 420% 0,33% 134 %

Terhadap Bencana

Perbandingan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2020 dan 2021, mengalami peningkatan dibandingkan target dengan masing-masing
capaian kinerja 100%. Perbandingan kinerja tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya
sangat baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah
Renstra

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 dengan target jangka menengah
Renstra 2021-2026 dijabarkan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9 Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 dengan target
jangka menengah Renstra 2021-2026

] Target Jangka Menengah Realisasi Kinerja
No In(.jlka'.tor Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Kinerja 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021
1 Angka 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 26,98 0,33
Kapasitas
Daerah
Terhadap
Bencana

4. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional
Indikator kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu yang termasuk dalam standar nasional
adalah

indikator kinerja pada program kegiatan yang realisasi dan capaiannya dijabarkan pada

tabel 3.10.
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Tabel 3.10. Perbandingan target capaian indikator kinerja sasaran strategis
BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 20201 dengan Standar Nasional
Target Capaian
No Indikator Kinerja
BPBD Tanah Nasional BPBD Tanah
Bumbu Bumbu
1 Jumlah Warga Negara yang
memperoleh layanan informasi 100% 100% 100%
rawan bencana
2 Jumlah Warga Negara yang
memperoleh layanan pencegahan 100% 100% 100%
dan  kesiapsiagaan  terhadap 0
bencana
3 Jumlah Warga Negara yang
memperoleh layanan. 100% 100% 100%
penyelamatan  dan  evakuasi
korban bencana

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2020 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mengukur keberhasilan pelayanan
kebencanaan di Kabupaten Tanah Bumbu. Dari ketiga indikator kinerja tersebut, capaian
kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu seluruhnya mencapai 100% dengan predikat sangat
baik.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta
Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan dokumen Renstra BPBD

Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026 adalah Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap

Bencana
yang dapat diukur dengan indeks kapasitas daerah terhadap Bencana. Indeks
yang dimaksud dipengaruhi oleh 3 (tiga) indikator program dari Program

Penanggulangan Bencana yang mewakili kegiatan pra bencana, saat bencana dan

pasca bencana. Ketiga indikator program tersebut dijabarkan pada tabel 3.4.

Untuk mengukur Indeks Kapasitas Daerah terhadap Bencana

yang
berdasarkan atas indikator program pada tabel 3.4. di atas, dapat diformulasikan sebagai

berikut :

Indeks Kapasitas Daerah Terhadap Bencana
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=50% Persentase dokumen wajib kebencanaan dan Persentase desa yang memperoleh

edukasi,informasi kebencanaan + 30% evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi

Target, realisasi serta capaian indikator kinerja tahun 2021 dan indikator program tahun

2021 dapat dilihat pada tabel 3.11 dan tabel 3.12.

Tabel 3.11. Target dan realisasi indikator kinerja tahun 2021 dan indikator program

tahun 2021

No.

Indikator
Sasaran

Target

Realisasi

Indikator
Program

Target

Realisasi

Angka Kapasitas Daerah
Terhadap Bencana

0,5

0,33

Persentase
jumlah dokumen
wajib pemetaan
kebencanaan

Persentase Desa
Rawan Bencana
yang
memperoleh
edukasi/informasi
kebencanaan

100%

100%

Persentase
korban

bencana yang
dievakuasi
dengan
menggunakan
sarana

dan prasarana
tanggap

darurat lengkap

100%

100%

Persentase
pengkajian
kerusakan ,
kerugian dan
kebutuhan
pasca
bencana

100%

100%

Tabel 3.12. Capaian indikator kinerja tahun 2021 dan indikator program tahun 2021

No.

Indikator Sasaran

Capaian

Indikator Program

Capaian

1

Angka Kapasitas Daerah
Terhadap Bencana

134%

Persentase  jumlah
dokumen wajib
pemetaan
kebencanaan

Persentase Desa
Rawan Bencana
yang  memperoleh
edukasi/informasi
kebencanaan

100%

Persentase Kkorban
bencana yang

100%

36




dievakuasi dengan
menggunakan
sarana

dan prasarana

tanggap
darurat lengkap

Persentase 100%
pengkajian
kerusakan s
kerugian dan
kebutuhan
pasca bencana

Indikator program pertama ( a ) yaitu Persentase dokumen wajib kebencanaan.

Target indikator persentase jumlah dokumen wajib kebencanaan di tahun 2021

adalah 75%.

Dengan dilaksanakannya kegiatan penyusunan dokumen Kontijensi Banjir, maka dokumen
kebencanaan yang saat ini telah dimiliki BPBD Tanah Bumbu adalah sebanyak 3 (tiga)
dokumen yaitu Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Kajian Risiko Bencana (KRB) dan
dokumen Kontijensi atau realisasi sebesar 75% dari 4 (empat) dokumen wajib kebencanaan
yang harus dimiliki suatu daerah. Sehingga capaian indikator persentase jumlah dokumen
wajib pemetaan kebencanaan adalah sebesar 100%.

Formulasi perhitungan indikator program pertama ( a ) adalah :

Jumlah dokumen wajib kebencanaan yang dimiliki BPBD x 100
Jumlah dokumen wajib kebencanaan

Realisasi indikator program pertama pada tahun 2021 adalah 75% yang diperoleh dari

Indikator program pertama (b) yaitu Persentase desa yang memperoleh edukasi,informasi
kebencanaan. Target indikator persentase desa rawan bencana yang memperoleh edukasi/
informasi kebencanaan di tahun 2021 adalah sebesar 18,57%.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi/diseminasi kebencanaan di tahun 2021 yakni di

desa/kelurahan :

1. Desa Teluk Kepayang

2. Desa Saring Sungai Binjai
3. Desa Serdangan
4

Kelurahan Batulicin
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Dan dipasangnya Plang Peringatan Dini di 9 (Sembilan) Desa yaitu :
- Desa Gunung Raya KM 54 dan KM 68
- Desa Satui Timur
- Kelurahan Gunung Tinggi
- Desa Maju Bersama
- Desa Sebamban Baru
- Kelurahan Kota Pagatan
- Desa Binawara
- Desa Emil Baru
Maka realisasi persentase desa yang memperoleh edukasi/informasi kebencanaan
adalah sebesar 18,57% yakni 13 desa dari 70 desa rawan bencana di Kabupaten Tanah
Bumbu. Sehingga capaian indikator persentase jumlah desa yang memperoleh
edukasi/informasi kebencanaan adalah sebesar 100%.
Formulasi perhitungan indikator program pertama ( b ) adalah :

Jumlah desa yang memperoleh edukasi/informasi kebencanaan x100
Jumlah desa yang berada di Kawasan rawan bencana

Realisasi indikator program pertama (b) pada tahun 2021 adalah 18,57% yang
diperoleh dari: 13/70 x 100%

Indikator ~ program  kedua adalah  Persentase  korban bencana yang
dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap.
Indikator

program yang kedua ini mewakili kegiatan penanganan bencana alam atau pada fase
saat

bencana. Formulasi untuk perhitungan target dan realisasi indikator program kedua

tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Jumlah Korban bencana alam yang
dievakuasi dengan menggunakan sarana
% evakuasi korban bencana = dan prasarana tanggap darurat lengkap x 100%
Jumlah Korban Bencana Alam

Realisasi indikator program kedua pada tahun 2021 adalah 100% yang diperoleh dari
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= 36946 Jiwa x 100%
36946 Jiwa
Pada tahun 2021, jumlah korban jiwa yang berhasil dievakuasi sebanyak 36946 jiwa dengan
menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap.
Indikator program ketiga adalah persentase pengkajian kerusakan, kerugian dan kebutuhan
pasca bencana . Indikator program ketiga ini mewakili kinerja dari kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana. Formulasi untuk perhitungan target dan realisasi indikator

program ketiga tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Jumlah kajian kerusakan,kerugian dan kebutuhan pasca bencana
% rehabilitasi dan rekonstruksi =  sesuai hasil verifikasi x 100%
Jumlah kejadian kerusakan akibat bencana

Realisasi indikator program ketiga pada tahun 2021 adalah 100% yang diperoleh dari
= 1 x 100%
1
Keberhasilan dari capaian indikator kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2021 tergantung kepada ketiga indikator program tersebut diatas dengan porsi
indikator program pertama yang lebih besar yaitu persentase dokumen wajib kebencanaan
dan persentase desa yang memperoleh edukasi,informasi kebencanaan 50%. Hal ini
disesuaikan dengan paradigma penanggulangan bencana dari semula bersifat responsif
menjadi preventif.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja BPBD Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2021 untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
adalah sebagai berikut :

a. Adanya peraturan perundang — undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah
(PERDA) vyang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
bencana;

b. Adanya kajian risiko bencana yang memetakan potensi bencana, kerentanan dan
kapasitas daerah;

c. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan
program-program kegiatan;

d. Semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat yang tinggi;

e. Kesadaran masyarakat akan ancaman bencana semakin tinggi sehingga menuntut
mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menurunkan resiko bencana;
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f. Keberhasilan evakuasi bencana didukung adanya alat pelindung diri untuk Tim Reaksi
Cepat yang melakukan asesment dan evakuasi korban;
g. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui APBD dan APBN;
h. Adanya dukungan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang meningkat
untuk kerusakan yang bersifat non permanen.
Selain faktor penentu keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, yaitu:
a. Adanya pandemi Covid-19 yang masif di seluruh Indonesia khususnya, mengubah fokus
penggunaan anggaran dan pola tatanan kehidupan masyarakat yang semakin terbatas;
b. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta
dan masyarakat belum maksimal;
c. Terbatasnya ruang terbuka publik beserta sarana dan prasarananya (terutama sanitasi)
yang akan digunakan sebagai tempat evakuasi pada saat bencana;
d. Terbatasnya akses evakuasi karena tingkat kepadatan permukiman penduduk yang tinggi;
e. Sistem informasi bencana belum terintegrasi secara optimal;
f. Penanganan pasca bencana belum optimal.

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah :

a. Membangun koordinasi dengan berbagai stakeholder;

b. Melakukan edukasi dan memfasilitasi desa tangguh bencana yang telah terbentuk untuk
mampu menanggulangi bencana Covid-19 ini dengan cara membangun kebersamaan dan
kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;

c. Membangun koordinasi yang sinergis dan komunikasi efektif antara masyarakat dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

d. Memfasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam evakuasi dan korban bencana;

e. Memfasilitasi Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);

f. Membangun koordinasi yang intensif baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat dalam pelaksanaan penanganan bencana.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka
diperlukan
sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan
prasarana.
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BPBD Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 20 orang ASN yang menjalankan
organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada. Selain personil ASN, dalam melaksanakan
tugasnya BPBD Kabupaten Tanah Bumbu juga dibantu oleh satuan tugas operasional yaitu
Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Tim Reaksi
Cepat (TRC). Pusdalops PB membantu tugas BPBD Kabupaten Tanah Bumbu dalam bidang
komunikasi, informasi dan data, sedangkan TRC membantu tugas BPBD Kabupaten Tanah
Bumbu pada saat terjadi bencana yaitu melakukan evakuasi.

Dalam penggunaan anggaran BPBD Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan
program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen
Anggaran Pelaksanaan tahun 2021 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran untuk
kegiatan pada saat bencana dan pasca bencana digunakan sesuai kebutuhan pada saat
terjadinya bencana. Untuk keadaan darurat bencana yang ditetapkan melalui keputusan
Bupati Tanah Bumbu selain anggaran yang terdapat dalam DPA juga digunakan Dana Tak
Terduga yang direalisasikan sesuai kebutuhan pada saat tanggap darurat tersebut sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan
prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan fungsi dan
kebutuhan.

. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian kinerja

Program penunjang sasaran strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2021 adalah program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam yang terdiri

atas tiga (3) kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan Bahaya Bencana Alam
2. Penanganan Bencana Alam
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Kegiatan Pencegahan Bahaya Bencana Alam merupakan kegiatan yang
bersifat preventif dengan membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi

ancaman bencana. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

L Capaian Capaian
No Keluaran/Out put Target Realisasi o
Fisik Keuangan
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1 | Memfasilitasi penyusunan 1 1 100%
dokumen Renkon banjir 98 %
2 | Sosialisasi,komunikasi,edukasi 150 150 100%
dan disiminasi kebencanaan

Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah adanya partisipasi
semua pihak, baik masyarakat, instansi (SKPD) terkait, pihak ketiga (Konsultan) dalam
penyusunan Rencana Kontijensi banjir . Antusiasme masyarakat dalam mengikuti
sosialisasi, komunikasi,edukasi dan disiminasi kebencanaan di daerah rawan bencana
sangat tinggi.

Kegiatan Penanganan Bencana Alam merupakan kegiatan penunjang pada

saat terjadinya bencana. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

L Capaian Capaian
No Keluaran/Out put Target Realisasi o
Fisik Keuangan
1 | Evakuasi korban Bencana 5 kali 5 kali 100% 53%
2 | Manajemen logistik 12 bulan 12 bulan 100% 93 %

Faktor yang mendukung keberhasilan dari kegiatan ini adalah adanya
kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan swasta dalam
melaksanakan kegiatan ini baik pemenuhan logistik, evakuasi kedarutan, maupun
pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas personil dalam menghadapi
bencana. Selain itu, personil telah dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) sehingga
dapat melaksanakan tugas kebencanaan dengan baik.

Kegiatan penunjang yang ketiga adalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana merupakan kegiatan penunjang pasca bencana. Keluaran dari kegiatan ini

adalah:
o Capaian Capaian
No Keluaran/Out put Target Realisasi o
Fisik Keuangan
1 | Memfasilitasi Kajian 1 1 100% 68,44%
Kebutuhan pasca bencana

Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya
dalam pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terutama dalam monitoring daerah rawan
bencana. Perhitungan kerusakan dan kerugian saat bencana dilakukan bersama
stakeholder lainnya sehingga dapat terdata secara keseluruhan.

3.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran
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Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 83,74%. dari total
anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar

65,71%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91,88%.

. Pagu (Rp.) Realisasi
Program / Kegiatan
No Rp. %
1 2 3 4 5
1 | Tambahan Penghasilan 990.480.000 976.470.000 98,59%
Berdasarkan Beban Kerja
Realisasi
No Program/Kegiatan Sub Kegiatan PAGU
Rp %
Program Penunjang Urusan
I Pemerintahan Daerah 5.161.573.398 | 4.742.292.145 91,88%

Kabupaten/Kota

Administrasi Keuangan

1 625.665.070 575.486.070 91,98%
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
jang 2.597.376.528 | 2.561.047.458 | 98,60%
Penyediaan
Administrasi 5 91 98%
Pelaksanaan 625.665.070 575.486.070 ,98%
Tugas ASN
Administrasi Kepegawaian
Pengadaan
Pakaian Dinas 37.680.000 37.680.000 100%
Beserta Atribut

Kelengkapannya

Administrasi Umum

0
3 Perangkat Daerah 955.160.600 857.787.426 89,81%

Penyediaan
Komponen
Instalasi 13.562.400 13.562.400 100%
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Penyediaan

Peralatan dan

Kantor

Penyediaan

Bahan Logistik 81.400.000 65.092.500 79,97%
Kantor

Penyediaan 51.275.000 100%
Barang Cetakan 51.275.000
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dan Penggandaan

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

320.652.000

248.251.568

77,42%

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

518.151.200

409.498.059

79,03%

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

256.245.000

149.832.859

58,47%

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

261.906.200

259.665.200

99,14%

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

427.540.000

300.793.090

70,35%

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

261.395.000

159.308.090

60,95%

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Gedung
Kantor dan

Bangunan Lainnya

108.700.000

108.500.000

99,82%

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Sarana
dan Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

57.445.000

32.985.000

57,42%

Program Penanggulangan
Bencana

2.329.305.650

1.530.584.100

65,71%

Pelayanan Informasi Rawan
Bencana Kabupaten/Kota

808.502.500

376.301.500

46,54%

Penyusunan
Kajian Risiko
Bencana
Kabupaten/Kota

523.040.000

95.839.000

18,32%

Sosialisasi,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)
Rawan Bencana
Kabupaten/Kota
(Per Jenis

285.462.500

280.462.500

98,25%
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Bencana)

Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan terhadap
Bencana

341.899.950

279.799.950

81,84%

Penyusunan
Rencana
Penanggulangan
Bencana
Kabupaten/Kota

215.780.000

193.480.000

89,67%

Penanganan
Pascabencana
Kabupaten/Kota

126.119.950

86.319.950

68,44%

Pelayanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana

1.178.903.200

874.482.650

74,18%

Respon Cepat
Darurat Bencana
Kabupaten/Kota

544.770.200

287.666.400

52,81%

Penyediaan
Logistik
Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana
Kabupaten/Kota

634.133.000

586.816.250

92,54%

7.490.879.048

6.272.876.245

83,74%
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021
merupakan wujud tanggung jawab atas pelaksanaan kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu
berdasarkan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2021. Laporan ini juga merupakan pertanggungjawaban atas anggaran, tugas pokok dan
fungsi serta pelaksanaan kebijakan.

Tahun 2021 ini merupakan tahun pertama pengukuran kinerja BPBD Kabupaten Tanah
Bumbu dari target sasaran yang tertuang pada Rencana Strategis lima tahunan. Capaian kinerja
BPBD Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 134 % dan capaian anggaran sebesar 83,74 %, maka dapat
disimpulkan bahwa pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021 sangat
berhasil.

Keberhasilan pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021 ini
dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya etos kerja dari pegawai dan semangat dari relawan
2. Adanya antusiasme masyarakat untuk berperan serta dalam penanggulangan bencana

3. Adanya koordinasi yang baik dan dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
dalam melaksanakan program dan kegiatan

Dibalik keberhasilan dalam pencapaian kinerja, BPBD Kabupaten Tanah Bumbu juga
mengalami beberapa hambatan, yaitu:

1. SDM yang belum mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas

2. Sarana dan prasarana belum memadai

3. Koordinasi antar instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana belum
optimal

Upaya yang di tempuh oleh BPBD Kabupaten Tanah Bumbu dalam menanggulangi
hambatan-hambatan yang ada, yaitu:

1. Meningkatkan kuntitas dan kualitas SDM agar sesuai dengan kompetensi personil yang
dibutuhkan untuk penanggulangan bencana melalui pelatihan dan sertfikasi kebencanaan.

2. Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

3. Memperkuat koordinasi antara stakeholer dalam upaya penanggulangan bencana dengan
membangun kerangka regulasi yang jelas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini disusun untuk dapat
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu serta
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sebagai bahan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dan arah kebijakan

pada masa yang akan datang sehingga tercipta kinerja yang sinergis, berkelanjutan dan

menghasilkan outcome yang optimal.

Batulicin, Januari 2022
Kepala Pelaksana,

k,__— —2

Eryanto Rais, SH, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19671209 199003 1 012
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